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Pokok permasalahan yang akan diteliti pada skripsi ini yaitu, bagaimana
pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana aborsi. Kemudian dijabarkan dalam
sub masalah yaitu (1) Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana
aborsi dalam putusan nomor 68/Pid.B/2015/PN.Mks? (2) Bagaimanakah dasar
pertimbangan hakim dalam menjatuhakn putusan terhadap pelaku tindak pidana
aborsi dalam putusan nomor 68/Pid.B/2015/PN.Mks? Penelitian ini bertujuan Untuk
mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana aborsi dalam Putusan
Pengadilan Negeri Makassar Nomor 68/Pid.B/2015/PN.Mks dan untuk mengetahui
dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana
aborsi dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 68/Pid.B/2015/PN.Mks.
Dalam penulisan ini menggunakan pendekatan secara primer dan sekunder
dimana penelitian yang dilakukan adalah secara studi kasus,wawancara yang pada
dasarnya mempelajari secara intensif seorang individu yang mengalami kasus tertentu
dan menggunkan jenis penelitian kualitatif. Lokasi penelitian ini terletak pada
Pengadilan Negeri Makassar.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban
pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi (Studi Putusan Nomor
68/Pid.B/2015/PN.Mks) harus ditanggung oleh terdakwa menjalankan pidana penjara
akibat dari perbuatan yang dilakukannya dan harus mempertanggungjawabkan
perbuatannya berupa pidana kurungan terhadap terdakwa selama 7 (tujuh) bulan.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.Perbuatan yang dilakukannya secara terang-
terangan telah dilarang oleh perundang-undangan dan perbuatan yang telah
dilakukannya terhadap korban yang di atur dalam Pasal 348 ayat (1) KUHP.
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan hakim harus berdasar pada dua alat
bukti yaitu keterangan saksi dan keterangan terdaskwa dan berdasarkan fakta yang
terungkap di persidangan hakim beranggapan bahwa terdakwa bersalah melakukan
tindak pidana aborsi. Namun putusan yang dijatuhkan hakim kepada Terdakwa dalam
kasus ini terkesan singkat sehingga putusan tersebut dianggap tidak dapat memuaskan
rasa keadilan dalam masyarakat.
Peneliti berharap agar pemerintah mewajibkan pada semua sekolah formal
mulai dari SMP sampai tingkat Universitas mengadakan pelajaran/mata kuliah
tentang kesehatan, terutama yang berkaitan dengan aborsi. Agar Asas lex specialist




A. Latar Belakang Masalah
Perubahan begitu cepat terjadi pada era globalisasi, sehingga kadang
perubahan tersebut belum siap untuk disikapi. Perubahan ini terjadi karena
perkembangan teknologi dalam berbagai bidang kian canggih dan kian cepat.
Dalam segala bidang, manusia mengalami perubahan karena ilmu pengetahuan
terus menerus berkembang sehingga cara berfikir kian hari kian maju. Namun
sebaliknya, imbas dari perkembangan zaman itu sendiri tidak hanya bergerak
kearah positif, tetapi juga menawarkan sisi kenegatifannya karena sebenarnya
perkembangan teknologi tersebut memiliki berbagai dampak bagi moral suatu
bangsa. Dalam hal ini, salah satu sisi negatif yang di timbulkan perkembangan
zaman tersebut adalah tindak pidana aborsi yang marak di lakukan oleh remaja
dan wanita dewasa baik yang sudah terikat hubungan pernikahan maupun yang
belum terikat hubungan pernikahan.1
Membahas persoalan aborsi sudah bukan merupakan rahasia umum dan
bukan hal yang tabu untuk dibicarakan. Hal ini dikarenakan aborsi yang terjadi
dewasa ini sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya dapat terjadi dimana-
mana serta bisa saja di lakukan oleh berbagai kalangan, khusunya pada kalangan
1 Maria Ulfah Ansor, Fiqih Abosi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan, (Jakarta:
PT: Kompas Media Nusantara), hal. 3-5
1
2remaja yang terlibat pergaulan bebas, yang di sebabkan oleh berbagai faktor yang
saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, di antaranya adalah mudahnya
para remaja dalam mengakses media yang bermuatan pornografi baik di internet,
majalah, VCD porno serta minimnya pengawasan orang tua dan faktor fisik
remaja yang sedang mengalami pubertas, sehingga keingintahuan mereka tentang
seks mengalami peningkatan, bukan hanya di kalangan remaja aborsi juga banyak
di lakukan oleh orang dewasa yang tidak mau dibebani tanggungjawab dan tidak
menginginkan kelahiran sang bayi ke dunia ini. Kenyataan  tersebut diatas
dibenarkan melalui beberapa hasil penelitian bahwa praktik aborsi di Ind onesia
mencapai 2,3 juta kasus setiap tahunnya, data tersebut belum termasuk kasus
aborsi yang ditangani oleh non medis (dukun), sementara dari penelitian WHO
(World Health Organization) diperikarakan 20 – 60 % aborsi di Indonesia adalah
aborsi disengaja (Induced Abortion). Penelitian di 10 kota besar dan enam
kabupaten di Indonesia yang memperkirakan sekitar 2 juta kasus abrosi, 50%
diantaranya terjadi di perkotaan. Kasus aborsi diperkotaan dilakukan secara diam
– diam oleh tenaga kesehatan (70%), sedangkan di pedesaan dilakukan oleh
dukun sekitar (84%).2 Sementara itu, data kejadian abortus di Sulawesi Selatan
bersumber dari Profil Kesehatan Provinsi SulSel selama tiga tahun terakhir yaitu
pada tahun 2014 kejadian abortus berkisar 238 kasus, selanjutnya 2015 yaitu 272
kasus, dan 2016 berkisar 325 kasus. Sementara di Kota Makassar sendiri kasus
2 Departemen RI Kesehatan , Data Angka Aborsi,
http//ejournal.litbang.depkes.do,id/index.php/hsr/article/view/2992,  di akses tanggal 15 Juli 2017,
pukul 14.00 WITA
3abortus pada tiga tahun terkahir, pada tahun 2014 yaitu 36 kasus , selanjutnya
2015 yaitu 45 kasus dan 2016 berkisar 53 kasus. Melihat peningkatan kasus
aborsi dari tahun ke tahun, tidak sejalan dengan penegakan tindakan hukum yang
seharusnya bagi pelaku tindak pidana aborsi.3 Kelahiran anak yang seharusnya di
anggap sebagai suatu anugerah yang tidak terhingga dari Allah SWT sebagai sang
pencipta justru dianggap sebagai suatu beban yang kehadirannya tidak di
inginkan.4
Dalam memandang bagaimana kedudukan aborsi di Indonesia sangat
perlu dilihat kembali apa yang menjadi tujuan dari perbuatan aborsi tersebut.
Apakah perbuatan tersebut dilakukan untuk menolong nyawa sang ibu (indikasi
medis) atau hanya karena untuk menutupi aib keluarga dan persasaan malu saja.
Sejauh ini, persolan aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian besar
masyarakat sebagai tindak pidana. Namun dalam hukum positif di Indonesia,
tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan
abortus provocatus medicialis. Sedangkan aborsi yang digeneralisasi menjadi
suatu tindak pidana lebih dikenal sebagai abortus provocatus criminalis.
Berkaitan dengan pilihan menggugurkan atau mempertahankan kehamilan
sekarang dikenal dengan istilah yang disebut dengan prochoise dan prolife.
Prochoise adalah pandangan yang menyatakan bahwa keputusan menggugurkan
3 Muhammad Jufri, “Faktor-faktor yang berhubungan dengan tingginya angka aborsi usia
dibawah 20 tahun” Jurnal Kesehatan Makassar, 2016
4 Maria Ulfah Ansor, Fiqih Abosi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan,
hal 5-7
4atau mempertahankan kandungan adalah hak mutlak dari ibu yang mengandung
bayi tersebut. Pandangan ini berawal dari keinginan untuk mengurangi angka
kematian ibu akibat aborsi, karena dengan melarang aborsi ternyata ibu yang akan
aborsi menggunakan jasa-jasa aborsi yang tidak aman (unsafe abortion) sehingga
banyak ibu yang meninggal ketika menjalani aborsi. Jika pandangan ini diterima
oleh masyarakat dan kemudian ditetapkan dalam sistem hukum di Indonesia,
maka aborsi tidak dilarang lagi. Lebih lanjut pemerintah wajib menyediakan
fasilitas klinik aborsi yang akan melayani ibu-ibu yang akan melakukan aborsi.
Klinik aborsi ini mempunyai tingkat kemanan yang tinggi, karena menggunakan
standar prosedur aborsi yang aman (safe abortion). Adanya safe abortion akan
membuat berkurangnya jumlah kematian ibu akibat aborsi. Di lain pihak prolife
adalah adalah pandangan yang menentang adanya aborsi. Mereka berpandangan
bahawa janin mempunyai hak hidup yang tidak boleh dirampas oleh siapapun,
termasuk oleh ibu yang mengandungnya. Melakukan aborsi sama saja dengan
melakukan pembunuhan dan pembunuhan merupakan dosa yang sangat besar.
Oleh karena itu penganut paham prolife sangat menentang dilakukannya aborsi.5
Pemerintah mempunyai peran penting dalam upaya pemberian hak
kesehatan Reproduksi. Dengan demikian maka segala perbuatan yang
bertentangan dengan upaya itu adalah dilarang oleh hukum termasuk di dalamnya
adalah Aborsi. Tindakan Aborsi diatur dalam Pasal 346-349 KUHP serta diatur
5 K.Bertens, Aborsi  Sebagai Masalah Etika, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia,
2011) hal,5
5dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang
Kesehatan Pasal 75,76,77, terdapat perbedaan antara Kitab Undang-undang
Hukum Pidana (KUHP) dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36
Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
Meskipun tindak pidana ini telah di rumuskan dalam berbagai peraturan.
perundang-undangan, namun perbuatan tercela ini samapi saat ini masih banyak
yang melakukannya. Dari hasil diskusi terarah (Focus Group Discussion) yang
diadakan Komnas Anak dengan 4.726 anak-anak pelajar Sekolah Menengah Atas
di 12 Kota Besar termasuk Kota Makassar, pada 2012 lalu, terungkap sejumlah
data mengejutkan. Sekitar 21,22 %  remaja SMA mengaku pernah melakukan
aborsi, dengan berbagai alasan.6
Tindakan Aborsi sebagai salah satu perbuatan yang dilarang,maka sudah
sepantasnya pelaku tindak pidana Aborsi ini di memertanggungjawabkan
perbuatannya. Dan hakim sebagai pemutus keadilan selayaknya perlu
mempertimbangkan berbagai aspek dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku
tindak pidana aborsi ini. Kasus aborsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah
perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Muh. Ismail Damies dalam Putusan PN
Nomor 68/Pid.B/2015/PN.Mks yang telah dijatuhkan hukuman bersalah oleh
Pengadilan Negeri Makassar, karena Ismail Damies melanggar Pasal 348 Kitab
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Muh Ismail Damies tertangkap ketika
6 Komisi Nasional Perlindungan Anak, 2012,Gerakan Nasional Melawan Kejahatan
Terhadap Anak, (21 Desember 2012)  dalam http://wandahamidah.blogdetik.com/ di unduh  4
Oktober, 2016, Pukul 11.00 WITA
6saksi mendapatkan informasi bahwa di Rumah sakit Bayangkara Makassar ada
sepasang muda mudi telah melakukan aborsi dan dalm perawatan selanjutnya.
Dan terdakwa Muh. Ismail Damies dijatuhkan hukuman penjara selama tujuh
bulan. Permasalahan dalam putusan tersebut adanya kesengajaan antara pidana
yang dijatuhkan terhadap terdakwa aborsi dalam Putusan Pengadilan Negeri
Makassar Nomor 68/Pid.B/2015/PN.Mks yaitu selama tujuh bulan penjara dengan
ketentuan pada Pasal 348 KUHP yang menyatakan bahwa:
(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan
seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling
lama lima belas tahun.
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan
pidana penjara paling lama tujuh tahun.
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan melakukan penelitian
mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi di
Makassar (Studi Putusan Nomor 68/Pid.B/2015/PN.Mks)7
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas, maka
permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana aborsi dalam
Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 68/Pid.B/2015/PN.Mks?
7 Observasi pertama di Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 16 Agustus 2016
72. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan
terhadap pelaku tindak pidana aborsi dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor
68/Pid.B/2015/PN.Mks?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana aborsi
dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 68/Pid.B/2015/PN.Mks.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan
terhadap pelaku tindak pidana aborsi dalam Putusan Pengadilan Negeri
Makassar Nomor 68/Pid.B/2015/PN.Mks
D. Kegunaan Penelitian
Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Kegunaan Teoritis
Secara teoritis hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat dalam
pengembangan kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan
pertanggungjawban pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi.
82. Kegunaan Praktis
a. Untuk dapat memberikan informasi yang benar tentang tindak pidana
aborsi dan peran Kejaksaan Kota Makassar serta polresta Makassar dalam
menangani kasus Tindak Pidana Aborsi di Makassar
b. Sebagai bahan pertimbangan bagi wanita yang akan melakukan tindak
pidana aborsi.
E. Kajian Pustaka
Setelah menyimak dan mempelajari beberapa referensi yang berhubungan
dengan penelitian ini ditemukan beberapa buku yang membahas mengenai
penelitian ini dan menjadi rujukan utama sebagai bahan perbandingan,
diantaranya :
1) Buku yang berjudul Fiqih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi
Perempuan. Buku ini menjelaskan mengenai Aborsi dan jenisnya, fakta-fakta
yang mengungkap latar belakang Aborsi khususnya yang berkaitan dengan
hak reproduksi perempuan, dan juga Pandangan Agama Islam dan juga
Hukum positif di Indonesia mengenai Aborsi. Dijelaskan dalam buku ini
bahwa aborsi adalah fakta yang menjadi problem serius di masyarakat, isu
aborsi memang kontrovensial, khususnya bagi kalangann yang
mengkaitkannya dengan nilai-nilai moral, juga sikap Undang-undang yang
memandang aborsi sebagai tindak pidana.
92) Buku yang berjudul Hukum Aborsi Pengaruh Perkembangan Kehidupan
Masyarakat Terhadap Pengaturan Hukum Tentang Aborsi Di Indonesia.
Buku ini menjelaskan mengenai Pengaturan-pengaturan tentang aborsi
khususnya yang berlaku di Indonesia, dan juga beberapa pandangan-
pandangan para pakar hukum mengenai tindak pidana aborsi.
3) Buku yang berjudul Etika Dan Hukum Kesehatan. Buku ini menjelaskan
mengenai tugas petugas kesehatan dalam melayani masyarakat yang berkaitan
dengen Etika dan Hukum. Dijelaskan dalam buku ini apabila petugas
kesehatan melanggarnya maka akan memperoleh sanksi etika profesinya dan
apabila melanggar peraturan perundang-undangan akan memperoleh sanksi
hukum (pidana atau perdata)
4) Buku berjudul Aborsi Dimensi Psikoreligi. Buku ini menjelaskan tentang
dampak pergaulan bebas, hubungan seks di luar nikah, dan faktor-faktor
pemicunya, tidak hanya kehamilan di luar nikah dan aborsi sebgai akibatnya,
juga disinggung penyakit kelamin termasuk HIV/AIDS.Buku ini juga khusus
menjelaskan tentang akibat yang ditimbulkan tindakan Aborsi ,yaitu
gangguan jiwa/ sters pasca trauma aborsi.
5) Buku berjudul Sistem PertanggungJawaban Pidana Perkembangan dan
Penerapannya. Buku ini mengurai perkembangan sistem pertanggungjawaban
pidana, mulai dari elaborasi teoritis pertanggungjawaban pidana, menganalisis
perkembangan penerapannya di Indonesia. Dijelaskan dalam buku ini Asas
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tiada pidana tanpa kesalahan, mempunyai arti bahwa agar hakim dapat
menjatuhkan pidana, tidak hanya disyaratkan bahwa seseorang atau korporasi
telah berbuat tidak patut secara objektif, tetapi juga bahwa perbuatan tidak
patut itu dapat dicelakan kepadanya, dan kesalahan memiliki posisi sentral
dan menjadi syarat penentu penjatuhan pidana.
6) Buku Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif.
Dijelaskan dalam buku ini bahwa Putusan Hakim yang baik, seharusnya dapat
merelefansikan rasa keadilan, kebenaran, dan yang dapat membawa
kemaslahatan bagi masyarakat luas, bangsa dan Negara. Selain itu, hakim






1. Pengertian Tindak Pidana
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang di kenal dalam hukum
pidana Belanda yaitu strafbaar feit. Walaupun istilah ini terdapat dalam Wvs
Belanda, dengan demikian juga Wvs Hindia Belanda (KUHP). Strafbaar feit
terdiri dari tiga kata, yakti straf, baar, dan feit. Straf diterjemahkan  dengan
pidana dan hukum, sementara baarditerjemahkan dengan dapat dan boleh dan
feit diterjemahkan dengan tindak pidana, peristiwa, pelanggaran dan
perbuatan.Akan tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang di maksud
dengan strafbaar feit itu.
Moeljotno berpendapat bahwa:
“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai
ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar
larangan tersebut”.
Istilah Perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut:
a. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perubahan manusia, yaitu
suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang),
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artinya larangan itu ditunjukan pada perbuatannya. Sementara itu,
ancaman pidananya itu di tunjukan pada orangnnya.
b. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana
(yang ditujukan pada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu,
perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang di timbulkan orang
tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi
ada hubungan erat pula.
c. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat
digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang
menunjuk pada dua keadaan konkret yaitu pertama, adanya kejadian
tertentu (perbuatan); dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang
menimbulkan kepada itu.1
Sehubungan dengan hal ini pengertian tindak pidana ini, Vos
berpendapat bahwa:Straftbaar feit ialah kelakuan atau tingkah laku manusia,
yang oleh pertauran perundang – undangan diberikan pidana.2
Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “Aturan
hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia
yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun yang tidak
tertulis. Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan
1 Frans Marami, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia,( Jakarta, Redaksi Sinar
Grafika,2005),hal.55
2 Adami Chazawi, Pelajara Hukum Pidana Bagian 1,(Jakarta,PT RajaGrafndo Persada), hal.
67-72
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tindak pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk
mengalihkan bahasa dari istilah asing sratfbaarfeit namun belum jelas apakah
disamping mengalihkan bahasa sratfbaarfett dimaksudkan untuk mengalihkan
makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli ilmu
hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, atau
sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan
pandangan, selain itu juga ditengah-tengah masyarakat juga di kenal istilah
kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan
mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.3
Tindak pidana adalah merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu
aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana
tertentu bagi siapa yang melanggar.4
Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang
dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk
adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang
menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan dan kealpaan. Dikatakan
bahwa kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa) adalah bentuk-bentuk
keselahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (schuld) yang dapat
menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut
telah malakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas
3 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1,,hal: 74
4 Ismu Gunadi dan Efendi Jonaedi, Cepat dan mudah memahami Hukum Pidana, (Jakarta:
2014,Prenadamedia Group),hal: 35-36
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perbuatannya tersebut maka dia harus mempertanggung jawababkan segala
bentuk tindak pidana yang telah di lakukannya untuk dapat diadili dan
bilamana telah terbukti bahwa benar telah terjadinya suatu tindak pidana yang
telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat di jatuhi hukuman
pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.
Hazewinkel Suringa mendefenisikan “strafbaarfeit” sebagai:
“Suatu prilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak dalam
sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai prilaku yang harus di
tiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat
memaksa yang terdapat di dalamnya”.5
Simons juga merumuskan “strafbaarfeit”
“Sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah di lakukan dengan
sengaja atau pun tidak  dengan sengaja oleh seseorang yang dapat
dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah
dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum”.
Dari banyaknya istilah tentang strafbaarfeit penulis lebih sepakat
untuk memaknai istilah tindak pidana, dengan alasan bahwa istilah tindak
pidana bukan lagi menjadi istilah awam bagi masyarakat Indonesia dan telah
digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
5 P.A.F Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana,(Bandung: Citra Aditya Bakti.2011), hal:
181-182
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2. Unsur-unsur Tindak Pidana
Untuk menguraikan unsur-unsur tindak pidana terdapat dua sudut
pandang yaitu:
a. Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis:
1) Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:
(1) Perbuatan; yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat
yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
(2) Yang dilarang (oleh aturan hukum) dalam artian bahwa sesuatu
akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya
yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat
menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu
peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
(3) Ancaman Pidana (bagi yang melanggar larangan) Diancam dengan
hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang
hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah
dilakukan
2) Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yakni:
(1) Perbuatan/ rangkaian perbuatan (manusia);
(2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
(3) Diadakan tindakan penghukuman;
3) Menurut batasan yang diberikan Vos, unsur tindak pidana yaitu:
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(a) Kelakuan manusia;
(b) Diancam dengan pidana;
(c) Dalam peraturan perundang-undangan;
Walaupun rincian dari tiga rumusan diatas tampak berbeda namun
hakekatnya ada persamaannya ialah: tidak memisahkan anatara unsur-
unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.
b. Unsur Rumusan Tindak Pidana Dalam Undang-undang Republik
Indonesia Tahun 1945
Kenyataaan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana
tertentu dalam pasal-pasal, peraturan, perundang-undangan yang berlaku.
Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu yang terdapat dalam KUHP,
maka unsur tindak pidana yaitu:
1) Unsur tingkah laku (aktif dan pasif);
2) Sifat melawan hukum;
3) Unsur kesalahan (schuld), terdiri dari kesenhajaan, kelalaian atau
culpa;
4) Unsur akibat konstitutif;
5) Unsur keadaan yang menyertai;
6) Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana;
7) Syarat tambahan untuk memperberat pidana;
8) Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana;
17
Unsur-Unsur tindak pidana dapat dikategorikan menjadi dua bagian yaitu:
1) Bersifat Subjektif
Unsur Subjektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku
atau yang berhubungan dengan pelaku, dan termasuk didalamnya
segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, yaitu:
(a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus dan culpa);
(b) Maksud dan voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti
yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
(c) Macam-macam dimaksud atau oogmerk seperti yang terdapat di
dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan,
pemalsuan dan lain-lain;
(d) Merencanakan terlebih dahulu seperti misalnya yang terdapat di
dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
(e) Perasaan takut atau vrees seperti yang antara lain terdapat dalam
rumusan tindak pidana menurut Pasal 380 KUHP;
2) Bersifat Objektif
Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan
keadaan-keadaan yang di dalam keadaan mana perbuatan pelaku harus
dilakuakan yaitu:
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(a) Sifat melanggar hukum atau waderrechtelijkheid;
(b) Kualitas si pelaku;
(c) Kuasalitas yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai
penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat;6
3. Jenis-jenis Tindak Pidana
a. Kejahatan dan Pelanggaran
KUHP tidak memberikan kriteria tentang dua hal tersebut,
hanya membaginya dalam buku II dan buku III, namun ilmu
pengetahuan mencari secara intensif ukuran untuk membedakan kedua
delik itu.
Ada dua pendapat:
1) Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada
perbedaan yang bersifat kwalitatif. Dengan ukuran ini lalu di dapati
dua jenis delik, ialah:
a) Rechtdelicten ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan,
terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu
Undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh
masyarakat sebagai yang bertentangan dengan keadilan, missal:
pembunuhan, pencurian, delik semacam ini di sebut
“kejahatan”(mala perse)
6 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1,,hal: 79-82
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b) Westdelicten ialah perbuatan yang oleh umum baru di sadari
sebagai tindak pidana karena Undang-undang yang menyebutnya
delik, jadi karena ada Undang-undang mengancamnya dengan
pidana. Misal: memarkir mobil disebelah kanan jalan atau di bahu
jalan. Delik-delik semacam ini di sebut “pelanggaran”. Perbedaan
secara kwalitatif ini tidak dapat di terima, sebab ada kejahatan
yang baru disadari sebagai delik karena tercantum dalam Undang-
undang pidana, jadi sebenarnya tidak segera dirasakan sebagai
pertentangan dengan keadilan. Dan sebaliknya ada “pelanggaran”,
yang benar-benar di rasakan dan bertentangan dengan rasa
keadilan. Oleh karena itu perbedaan secara demikian tidak
memuaskan maka di cari ukuran lain.
2) Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada
perbedaan yang bersifat kwalitatif. Pendirian ini hanya meletakkan
kriteria pada perbedaan yang di lihat dari segi kriminologi, ialah
“pelanggaran” itu lebih ringan dari pada “kejahatan”7
b. Delik formil dan delik materil
1) Delik formil itu adalah delik yang perumusannya dititik beratkan
kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan di
lakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Misal:
Penghasutan (Pasal 160 KUHP), di muka umum menyatakan perasaan
7Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1,hal.122-124
20
kebenciaan, permusuhan atau penghinaan kepada salah satu atau lebih
golongan rakyat di Indonesia.
2) Delik materil adalah delik yang perumusannya dititk beratkan kepada
akibat yang tidak di kehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai
apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum
maka paling banyak hanya percobaan. Misal: Pembakaran (Pasal 187
KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), pembunuhan (Pasal 338
KUHP).
c. Delik commisionis, delik ommisionis, dan delik commisionis per
ommisionen commissa
1) Delik commisionis: delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan,
adalah berbuat sesuatu yang di larang. Misal: Pencurian, penggelapan
dan penipuan.
2) Delik ommisionis: delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah,
adalah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/ yang di haruskan,
misal: Tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522
KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal
531 KUHP).
3) Delik commisionis per ommisionen commissa: delik yang berupa
pelanggaran larangan (dus delik commisionis), akan tetapi dapat di
lakukan dengan cara tidak berbuat. Misal: seorang ibu yang
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membunuh anaknya dengan tidak member air susu (Pasal 338, 340
KUHP), seorang penjaga wissel yang menyebabkan kecelakaan kereta
api dengan sengaja tidak memindahkan wissel (Pasal 194 KUHP)
d. Delik dolus dan delik culpa
1) Delik dolus: delik yang memuat unsur kesengajaan, misal:Pasal
187,197,245,263,310,338 KUHP.
2) Delik culpa: delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur,
missal: Pasal 195, 197,201,203,231 ayat 4 dan pasal 359,360 KHUP.
e. Delik tunggul dan delik berangkai
1) Delik tunggal: delik yang cukup di lakukan dengan perbuatan satu
kali.
2) Delik barangkali: delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan
beberapa kali perbuatan, misal: Pasal 481 (penadahan sebagai
kebiasaan) KUHP
f. Delik yang berlangsung terus dan delik selesai
Delik yang berlangsung terus: delik yang mempunyai cirri bahwa
keadaan terlarang itu berlangsung terus, missal: merampas kemerdekaan
seseorang (Pasal 333 KUHP). Delik selesai adalah delik tidak lebih dari
suatu perbutan yang cukup melakukan atau melainkan atau menimbulkan
akibat tertentu seperti menghasut, membunuh, dan membakar.
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g. Delik aduan dan delik laporan
Delik aduan: delik yang penuntutannya hanya di lakukan apabila ada
pengaduan dari pihak yang terkena. Misal: Penghinaan (Pasal 310
dst.jo.Pasal 319 KUHP) perzinahan (Pasal 284 KUHP) chantage
(pemerasan dengan ancaman pencemaran, Pasal 335 ayat 1 sub 2 jo. Ayat
2 KUHP). Delik aduan dibedakan menurut sifatnya, sebagai:
1) Delik aduan yang absolute, misalnya: Pasal 284, 310, 332 KUHP.
Delik ini menurut sifatnya hanya dapat di tuntut berdasarkan
pengaduan.
2) Delik aduan yang relatif misal: Pasal 367 KUHP, disebut relative
karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara si pembuat
dan orang yang terkena.
Delik laporan delik yang penuntutannya dapat di lakukan tanpa ada
pengaduan dari pihak yang terkena, cukup dengan adanya laporan yaitu
pemberitahuan tentang adanya suatu tindak pidana kepada polisi.
h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya/peringananya
Delik yang ada pemberatannya, misal: penganiayaan yang
menyebabkan luka berat atau matinya seseorang (Pasal 351 ayat 2, 3
KUHP), pencurian pada waktu malam hari dan sebagainya (Pasal 363
KUHP). Ada delik yang ancaman pidanya diperingan karena dilakukan
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dalam keadaan tertentu, misal: pembunuhan terhadap anak-anak (Pasal
341 KUHP).  Delik ini disebut geprivelegeerd delict. Delik sederhana,
misal: penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP)
i. Delik ekonomi (biasanya disebut tindak pidana ekonomi) dan bukan delik
ekonomi
Apa yang disebut tindak pidana ekonomi itu terdapat dalam pasal 1
Undang-undang Darurat No.7 Tahun 1955, Undang-undang Darurat
tentang Tindak Pidana Ekonomi.8
B. Pertanggungjawaban
a. Pertanggungjawaban Pidana
Pertanggung jawaban pidana mengandung asas kesalahan, yang
didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan
yang di dasarkan pada nilai keadilan harus di sejajarkan berpasangan
dengan asas legalitas yang di dasarkan pada nilai kepastian. Pertanggung
jawaban pidana dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah
dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi
pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang di timbulkan
tindak pidana, memulihkan keseimbangan mendatangkan rasa damai
dalam masyarakat, memasyaraktkan terpidana dengan mengadakan
pemidanaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa
8 P.A.F Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana,hal 208-225
24
bersalah pada terpidana. Telah di sebutkan bahwa untuk adanya
pertanggung jawaban pidana diperlukan syarat bahwa pelaku mampu
bertanggungjawab:
1. Kesalahan: Ilmu hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan yaitu
kesengajaan atau dolus dan kealpaan atau culpa. Sebagian besar
pasal-pasal dalam KUHP membuat kesalahan dalam bentuk
kesengajaan dengan menggunakan berbagai rumusan, di samping
beberapa tindak pidana yang di lakukan dengan kealpaan, misalnya
saja pada Pasal 359 dan 360 KUHP yang sering di terapkan di dalam
kasus kecelakaan lalu lintas.
Untuk adanya kesalahan terdakwa harus :
a) Melakukan perbuatan pidana ( sifat melawan hukum)
b) Diatas umur tertentu dapat melakukan kesalahan
c) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan dan
kealpaan.
2. Kemampuan bertanggung jawab: Kemampuan bertanggungjawab
terdapat dalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi: “barangsiapa
melakukan perbuatan yang tidak dapat di pertanggungjawabkan
kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu
karena cacat, tidak pidana.” Bila tidak dipertanggungjawabkan itu
disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia
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masih muda, maka Pasal tersebut tidak dapat dikenakan. Apabila
hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus
memperlihatkan dua syarat yaitu:
a) Syarat psikiatris yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna
akalnya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (idiote),
yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa
dan keadaan ini harus terus menerus.
b) Syarat psikologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si
pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu
gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan
sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat di
kenai hukuman kemampuan untuk membeda-bedakan antara
perbuatan yang baik dan buruk adalah faktor akal (intelektual
faktor) yaitu dapat membedakan perbutan yang di perbolehkan
dan yang tidak. Faktor perasaan (volitional factor) yaitu
kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan
tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut.
Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut
sebagai “toereken-baarheid”, “criminal responsibility, “criminal
liability”, pertanggungjawaban pidana disini di maksudkan untuk
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menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan
pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.9
Berdasarkan uraian di atas maka dapat di naytakan bahwa
pertanggung jawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang
yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana di
rumusakan dalam Undang-undang, maka orang yang melakukan
perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut
dengan pidana apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari
segi mayssrakat menunjukkan pandangan normativ mengenai
kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.10
b. Pertanggungjawaban Pidana Atas Pelaku Tindak Pidana Aborsi
Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur
dari kesejahteraan umum dan Negara Indonesia adalah Negara
kesejahteraan ( welfare state) sesuai dengan Pembukaan Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Berkaitan dengan
permasalahan kesehatan, kesehatan reproduksi menjadi bagian yang
penting untuk tetap di jaga oleh setiap insan.
Kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik,
mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit
9 http://e-journal.uajy.ac.id/7219/1/JURNAL.pdf,Skripsi Pertanggung Jawaban Pidana
Dalam Tindak Pidana Aborsi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Seleman, Yogyakarta (diakses 4
Oktober 2016, 16:00 WITA)
10 Hanafi Amri dan  Mahrus Ali ,Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan
Penerapan,(Jakarta: PT.Grafindopersada:2015), hal.16-22
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atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses
reproduksi pada laki-laki dan perempuan.
Pemerintah mempunyai peran penting dalam upaya pemberian
hak kesehatan reproduksi. Dengan demikian maka segala perbuatan
yang bertentangan dengan upaya itu adalah dilarang oleh hukum
termasuk di dalamnya adalah aborsi. Tindak pidana aborsi di atur
dalam Pasal 364-349 KUHP serta Pasal 80 ayat (1) Tentang
Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 Tentang
Kesehatan dan Pasal 194 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang
Kesehatan. Meskipun tindak pidana ini telah di rumuskan dalam
berbagai peraturan perundang-undangan, namun perbuatan tercela ini
sampai saat ini masih banyak yang melakukannya. Tindak Pidana
Aborsi sebagai suatu perbuatan terlarang, maka sudah sepantasnya
pelaku tidak pidana aborsi ini mempertanggungjawabkan
perbuatannya. Dan hakim sebagai pemutus keadilan selanjutnya perlu
mempertimbangkan berbagai aspek dalam menjatuhkan pidana
terhadap pelaku tindak pidana aborsi ini.
Berkaitan dengan pertanggungjawaban seorang pelaku maka
tidak dapat terlepas dari pertimbangan hakim dalam memberikan
putusannya. Pertimbangan hakim adalah sebagai proses dalam
penjatuhan putusan dengan menkonfontir/ menganulir fakta dan
28
peristiwa hukum, berdasarkan hukum formil dan materil didukung
dengan argumentasi rasional dan keyakinan hakim sehingga menjadi
alasan yang kuat dalam diktumnya.11
C. Tindak Pidana Aborsi
1. Pengertian Aborsi
Aborsi atau dalam bahasa latin disebut dengan aborus adalah
berhentinya kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu yang
mengakibatkan kematian janin. Apabila janin lahir dengan selamat (hidup)
sebelum 38 minggu namun setelah 20 minggu, maka istilahnya adalah
kelahiran prematur. Istilah abortus dipakai untuk menunjukan pengeluaran
hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup diluar kandungan. Abortus sebagai
pengakhiran kehamilan janin mencapai berat 500 gram atau usia kehamilan 20
minggu.12
2. Aborsi menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah:
a. Pengeluaran hasil konsepsi pada setiap stadium perkembangan sebelum
masa kehamilan yang lengkap (38-40 minggu)
b. Pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan
(berat kurang dari 500 gram atau kurang dari 20 minggu). Dari segi
11http://eprints.ums.ac.id/20130/16/11._NASKAH_PUBLIKASI_SKRIPS,(Skripsipertanggun
g jawaban pidana pelaku tindak pidana aborsi) ,diakses 05 Oktober 2016 13:00 WITA)
12 Masrudi Muchtar, Etika Profesi dan Hukum Kesehatan, (Jakarta:PT.Pustaka Baru,2016),
hal.192
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medikolegal maka istilah abortus, keguguran dan kelahiran prematur
mempunyai arti yang sama dan menunjukkan pengeluaran janin sebelum
usia kehamilanyang cukup.13
3. Aborsi Menurut Undang-Undang Kesehatan
Aborsi menurut Undang-Undang Kesehatan aborsi di bahas
secaratersirat pada Pasal 15 (1) Undang- Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun
1992 disebutkan bahwa dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk
menyelamatkan jiwa ibu hamil atau janinnya dapat di lakukan tindakan medis
tertentu. Maksud dari kalimat tindakan medis tertentu salah satunya adalah
aborsi.
Pengertian Aborsi menurut ilmu Kedokteran adalah kehamilan
berhenti sebelum usia kehamilan 20 minggu yang mengakibatkan kematian
janin. Apabila janin lahir selamat sebelum 38 minggu namun setelah 20
minggu ,maka istilahnya adalah kelahiran prematur. Menggugurkan
kandungan dalam ilmu kedokteran di kenal dengan istilah aborsi. Berarti
pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan sel sperma) sebelum janin
dapat hidup  diluar kandungan. Ini adalah suatu proses pengakhiran hidup dari
janin sebelum di beri kesempatan untuk bertumbuh. Di dalam dunia
kedokteran ada berbagai  jenis aborsi diantaranya aborsi spontan atau ilmiah,
berlangsung tanpa tindakan apapun. Kebanyakan disebabkan karena kurang
baiknya kualitas sel telur dan sel sperma. Aborsi buatan atau sengaja adalah
13 R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 341-349
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pengakhiran kehamilan sebelum usia kandungan 28 minggu sebagai suatu
akibat tindakan yang disengaja dan di dasari oleh calon ibu maupun si
pelaksana aborsi (dalam hal ini dokter, bidan atau dukun beranak). Aborsi
Terapeutik atau medis adalah pengguguran kandungan buatan yang di lakukan
atas indikasi medik. Sebagai contoh, calon ibu yang sedang hamil tapi
mempunyai penyakit darah tinggi menahun atau penyakit jantung yang parah
yang dapat membahayakan baik calon ibu maupun janin yang dikandungnya.
Tetapi ini semua atas pertimbangan medis yang matang dan tidak tergesa-
gesa.
Aborsi bisa di katakan legal apabila di laksanakan dengan
sepengetahuan pihak yang berwenang yaitu dari pihal keluarga, dokter yang
ahli dalam bidangnnya dan kepolisian dan di karenakan adanya kedaduratan
medis. Prinsip aborsi itu sebelumnya usia kehamilan mencapai 20 minggu,
untuk aborsi karena alasan medis menggunakan obat atau melalui kuret.
Teknik-teknik aborsi yang bisa di lakukan secara ilegal atau di perbolehkan
karena ada alasan medis yaitu:
a) Menggunakan Obat
Obat ini biasanya di pergunakan sebelum usia kehamilan mencapai 20
minggu dan harus dokter yang melakukan, karena jika dilakukan
sembarangan bisa menimbulkan komplikasi dan bahkan dapat
membahayakan ibunya. Kalau tidak ada pengawasan bisa berbahaya bisa
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menyebabkan ibunya meninggal, karena itu biasanya di observasi terlebuh
dahulu di rumah sakit dan dilihat selama 24 jam. Umumnya obat yang
diberikan pada ibu yang akan aborsi ini berfungsi untuk merangsang
timbulnya kontaksi. Meski begitu pemberian obat ini berdasarkan resep
dokter dan harus di bawah pengawasan.
b) Menggunakan teknik kuret
Untuk melakukan teknik ini dokter biasanya akan memberikan bius
pada pasien, setelah itu hasil dari konsepsi antara sel telur dan sperma ini
di kerok atau di sedot, dan ini termasuk tindakan operasi kecil. Meski
begitu tindakan ini juga memiliki komplikasi seperti resiko dari bius itu
sendiri, infeksi, pendarahan, cedera organ seperti robek jika di lakukan
dengan tidak tepat. Kalau dilakukan dengan dokter maka kondisinya bisa
terkontrol dan efek sampingnya bisa menjadi minimal. Aborsi dalam
pelaksanaan prakteknya jarang sekali yang melakukan secara legal
dikarenakan berbagai alasan. Sebagian besar perempuan melakukan aborsi
secara ilegal dengan mengkonsumsi jamu atau alat tertentu yang
berbahaya. Aborsi menurut defenisinya adalah pengeluaran hasil konsepsi
sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Bagi wanita yang
melakukan aborsi dengan cara yang tidak sesuai dengan prosedur medis,
maka dampaknya dapat sangat mengerikan, bahkan kadang menimbulkan
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kematian atau juga menimbulkan rusaknya alat reproduksi wanita secara
permanen.
4. Aborsi Menurut PP NO.61. Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun mengatur tentang indikasi ke
daruratan medis dan perkosaan sebagai pengecualian atas larangan aborsi,
Jadi pasal 31 ayat (1) menyatakan tindakan aborsi hanya dapat di lakukan
berdasarkan indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat perkosaan.
Ayat (2) menyatakan Tindakan aborsi akibat perkosaan hanya dapat dilakukan
apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari terhitung
sejak hari pertama haid terakhir. Sedangkan indikasi kedaruratan medis
meliputi: kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu dan
kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang
menderita penyakit genetik berat dan cacat bawaan maupun yang tidak dapat
diperbaiki sehingga bayi tersebut hidup di luar kandungan.14
D. Jenis-jenis Aborsi
Klasifikasi abortus atau aborsi berdasarkan dunia kedokteran, yaitu:
1. Abortus spontanea
Abortus spontanea merupakan aborsi yang terjadi dengan tidak di
dahului faktor-faktor mekanis atau pun medicinalis semata-mata di
14 Paulinus Soge, Hukum Aborsi, Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Perkembangan
Hukum Aborsi di Indonesia, (Yokyakarta, Universitas Atmajaya, 2014) hal. 135-140
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sebabkan karena faktor alamiah.Aborsi ini di bedakan menjadi beberapa
bagian :
a. Abortus imminens, pada kehamilan kurang dari 20 minggu terjadi
pendarahan dari uterus atau rahim, dimana janin masih didalam
rahim, serta leher rahim belum melebar.
b. Abortus hibitualis, atau keguguran berulang adalah keadaan dimana
penderita mengalami keguguran berturut-turut 3 kali atau lebih.
c. Abortus inkomplektus, keluarnya sebagian organ janin yang berusia
sebelum 20 minggu, namun organ janin masih tertinggal di dalam
rahim.
d. Abortus kompletus, semua hasil konsepsi (pembuahan) sudah di
keluarkan.
e. Missed abortion, keadaan dimana janin sudah mati tetapi tetap berada
dalam rahim dan tidak dikeluarkan selama dua bulan atau lebih.
f. Abortus infeksious dan abortus septic, adalah abortus yang disertai
infeksi genital.
g. Abortus provokatus, berbeda dengan abortus spontanea yang
prosesnya tiba-tiba dan tidak diharapkan tapi tindakan abortus harus
di lakukan, yakni dengan cara menghentikan kehamilan sebelum
janin mencapai setengah kilogram
Abortus Provakatus dibagi menjadi 2 jenis:
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a) Abortus provokatusmedisinalis/artificialis/therapeuticus, ialah
abortus yang di lakukan dengan di sertai indikasi medis.
b) Abortus provokatus kriminalis, istilah ini adalah kebalikan dari
abortus provokatus medisinalis, aborsi yang sengaja dilakukan
tanpa adanya indikasi medik (ilegal).15
E. Jenis Tindakan Aborsi
Secara garis besar, ada dua macam tindakan aborsi yaitu:
1. Aborsi dilakukan sendiri
Aborsi yang dilakukan sendiri misalnya dengan cara meminum jamu
atau obat-obtan yang membahayakan janin atau dengan sengaja
melakukan perbuatan yang menggugurkan janin.
2. Aborsi dilakukan orang lain
Orang lain disin bisa seorang dokter, bidan, dan dukun beranak.16
F. Resiko Tindakan Aborsi
Aborsi memiliki resiko yang tinggi terhadap kesehatan seorang
wanita. Ada dua macam resiko kesehatan terhadap wanita yang melakukan
aborsi yaitu:
15 Suryono Ekotama dan Harus Pudjiarto, Abortus Provocatus Bagi Korban
Perkosaan,(Yokyakarta,Perpustakaan Universitas Atmajaya,2001) hal.144
16 Masrudi Muchtar, Etika Profesi dan Hukum Kesehatan,( Jakarta: PT:Pustaka Baru Pres
:2016), hal.205-206
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1. Resiko kesehatan dan keselamatan secara fisik
Pada saat melakukan aborsi dan setelah melakukan aborsi ada
beberapa resiko yang akan dihadapi seorang wanita yaitu:
a. Kematian mendadak karena pendarahan hebat
b. Kematian mendadak karena pembiusan yang gagal
c. Kematian secara lambat akibat infeksi serius disekitar kandungan
d. Rahim yang sobek (Uterine Perforation)
e. Kerusakan leher rahim (Cervival Lacerations) yang menyebabkan
cacat pada anak berikutnya
f. Kanker Payudara (karena ketidakseimbangan hormon esterogen pada
wanita)
g. Kanker indung telur (Ovarian Cancer)
h. Kanker leher rahim (Cervival Cancer)
i. Kanker hati (Liver Cancer)
j. Infeksi rongga panggul (Pelvic Inflammatory)
k. Infeksi pada lapisan rahim (Endometriosis)
2. Resiko kesehatan mental
Proses aborsi bukan saja suatu proses yang memiliki resiko tinggi dari
segi kesehatan dan keselamatan seorang wanita secara fisik, tetapi juga
memiliki dampak yang sangat hebat terhadap keadaan mental seorang
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wanita. Pada dasarnya seorang wanita yang melakukan aborsi akan
mengalami hal-hal sebagai berikut:
a. Kehilangan harga diri
b. Berteriak-teriak histeris
c. Ingin melakukan bunuh diri
d. Mulai mencoba menggunakan obat-obat terlarang
e. Tidak bisa menikmati lagi hubungan seksual
f. Prasaan bersalah yang tidak hilang selama bertahun-tahun dalam
hidupnya.17
G. Pengaturan Hukum di Indonesia  yang Memperbolehkan Aborsi
Peraturan mengenai tindak pidana aborsi di atur dalam berbagai
hukum positif yang berlaku di Indonesia, diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan
Pasal 15 tentang kesehatan keluarga
1) Dalam keadaan darurat sebgai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu
hamil dan janinya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu.
2) Tindakan medis tertentu sebagaimana di maksud dalam ayat 1  hanya
dapat dilakukan:
17 Paulinus Soge, Hukum Aborsi, Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Perkembangan
Hukum Aborsi  di Indonesia,hal:358-389
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a. Berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan di ambilnya
tindakan tersebut
b. Oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan
untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi
serta berdasarkan pertimbangan tim ahli.
c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau
keluarganya,
d. Pada sarana kesehatan tertentu.
3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan medis tertentu sebagaimana
di maksud dalam ayat (1) dan ayat (2) di tetapkan dengan Peraturan
Pemerintah.
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
Pasal 75 tentang aborsi
1) Setiap orang di larang melakukan aborsi.
2) Larangan sebagaimana di maksud pada ayat 1 dapat di kecualikan
berdasarkan:
a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini
kehamillan, baik yang mengancam nyawa ibu atau janin, yang
menderita penyakit genetik berat atau cacat bawaan, maupun
yang tidak dapat diperbaiki sehingga meyulitkan bayi tersebut
hidup di luar kandungan.
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b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma
psikologi bagi korban perkosaan.
3) Tindakan sebagaimana di maksud pada ayat 2 (dua) hanya dapat di
lakukan setelah melalui konseling atau penasehatan pra tindakan dan
di akhiri dengan konselingpasca tindakan yang dilakukan pleh
konselor yang kompeten dan berwenang.
4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan
perkosaan, sebagaimana di maksud pada ayat 2 (dua) dan ayat 3 (tiga)
di atur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 76 Tentang Aborsi
Aborsi sebagimana di maksud dalam pasal 75 hanya dapat di lakukan:
1) Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu di hitung dari hari pertama
haid terkahir, kecuali dalam hal kedaruratan medis.
2) Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang
memiliki sertifikat yang di tetapkan oleh mentri.
3) Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan dan dengan izin suami,
kecuali korban perkosaan.
4) Penyedian layanan kesehatn yang memenuhi syatar yang di tetapkan oleh
Menteri.
Pasal 77 Tentang Aborsi
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Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi
sebagaimana di maksud dalam pasal 75 ayat 2 (dua) dan ayat 3 (tiga) yang
tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggungjawab serta bertentangan
dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.18
H. Pengaturan Dan Sanksi Hukum di Indonesia yang Melarang Tindakan
Aborsi
Larangan dan ancaman hukuman pidana bagi pelaku aborsi di
Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Kitab Undang-undang Hukum
Pidana (KUHP) adalah sebagai berikut:
Pasal 299 KUHP
1. Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau
menyuruhnya supaya di obati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan
harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan
diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda
paling banyak tiga ribu rupiah.
2. Jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau
menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan atau jika
dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah
sepertiga.
18 Soekidjo Natoatmodjo, Etika dan Hukum Kesehatan, (Jakarta, PT Rineka Cipta,
2010),h.135
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3. Jika yang bersalah. Melakukan kejahatan tersebut, dalam menjalani
pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.
Pasal 341 KUHP
Seorang ibu yang, karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada
saat anak di lahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas
nyawa anaknya, diancam, karena membunuh anak sendiri dengan pidana
penjara paling lama tujuh tahun.
Pasal 342 KUHP
Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena
takut akan ketahuan bahwa akan melahirkan anak, pada saat anak di lahirkan
atau ridak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam, karena
melakukan pembunuhan anak senidiri dengan rencana,di ancam dengan
pidana penjara paling lama Sembilan tahun.
Pasal 343 KUHP
Kejahatan yang di terangkan dalam pasal 341 dan 342 KUHP di
pandang, bagi orang lain yang turut serta melakukam, sebagai pembunuhan
atau pembunuhan dengan rencana
Pasal 346 KUHP
Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan
kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana
penjara paling lama empat tahun.
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Pasal 347 KUHP
1. Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan
seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara
paling lama dua belas tahun
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya seorang wanita tersebut, di
ancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
Pasal 348 KUHP
1. Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan
seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara
paling lama lima tahun enam bulan.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam
dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
Pasal 350 KUHP
Dalam hal pemidanaan karena pembunuhan, karena pembunuhan
dengan berencana, atau karena salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 344,
347, dan 348, dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 Nomor
1-5.19
19 R.Soesiolo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya
Lengkap Pasal Demi Pasal, hal.240-244
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I. Aborsi Menurut Hukum Islam
Islam merupakan agama yang menjujung tinggi kesucian kehidupan.
Hal ini dibuktikan dengan sejumlah ayat Al- Qur’an yang menjelaskan hal
tersebut. Ketentuan-ketentuan ini dapat kita lihat dalam Al-Qur’an antara lain:
QS.Al Maidah5:32
 ٍﺲ ْﻔَـﻧ ِْﲑ َﻐ ِﺑ ﺎ ًﺴ ْﻔَـﻧ َﻞ َﺘ َـﻗ ْﻦ َﻣ ُﻪﱠﻧ َأ َﻞﻴ ِﺋ اَﺮ ْﺳ ِإ ِﲏ َﺑ ٰﻰ َﻠ َﻋ ﺎ َﻨ ْـﺒ َـﺘ َﻛ َﻚ ِﻟ َٰذ ِﻞ ْﺟ َأ ْﻦ ِﻣ
 َﺎ ﱠﳕ َﺄ َﻜ َﻓ ِضْرَْﻷا ِﰲ ٍدﺎ َﺴ َﻓ ْو َأ ﺎ َﻴ ْﺣ َأ َﺎ ﱠﳕ َﺄ َﻜ َﻓ ﺎ َﻫﺎ َﻴ ْﺣ َأ ْﻦ َﻣَو ﺎ ًﻌﻴ َِﲨ َسﺎﱠﻨﻟا َﻞ َﺘ َـﻗ
 َﺪ ْﻌَـﺑ ْﻢ ُﻬ ْـﻨ ِﻣ ًاﲑ ِﺜ َﻛ ﱠن ِإ ﱠُﰒ ِتﺎ َﻨِّﻴ َـﺒ ْﻟ ِ  ﺎ َﻨ ُﻠ ُﺳُر ْﻢ ُﻬ ْـﺗ َءﺎ َﺟ ْﺪ َﻘ َﻟَو ۚ ﺎ ًﻌﻴ َِﲨ َسﺎﱠﻨﻟا
 َنﻮ ُِﻓﺮ ْﺴ ُﻤ َﻟ ِضْرَْﻷا ِﰲ َﻚ ِﻟ َٰذ
Terjemahnya:
“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil,
bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang
itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka
bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan
barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah
dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah
datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-
keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu
sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi..20
Menurut Quraish Shihab tentang surah Al-Maidah ayat 32, karena
kezaliman dan sikap menyukai permusuhan ada pada sebagian manusia itu,
maka kami mewajibkan hukum bunuh terhadap orang yang menganiaya.
Sebab, barangsiapa yang membunuh seseorang tanpa sebab, atau tanpa alasan
perbuatan kerusakan di muka bumi, ia seakan-akan membunuh semua
20Kementrian Agama Republik Indonesia ,Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung,PT.Sinergi
Pustaka Indonesia,2012) hal. 149
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manusia karena telah merusak kehormatan darah mereka. Kemurkaan dan
siksa Allah akibat tindakan membunuh satu orang sama seperti kemurkaan
dan siksa-Nya akibat tindakan membunuh semua orang. Barangsiapa
memelihara kehidupan manusia, dengan menegakkan hukum Qisas, maka
seolah-olah ia telah memelihara kehidupan semua orang, karena telah
melindungi darah mereka. Untuk itu, mereka akan mendapatkan pahala yang
besar dari Tuhannya. Sesungguhnya, Kami telah mengutus rasul kami kepada
mereka dengan memperkuat hukum kami dengan bukti-bukti dan keterangan
yang jelas.Akan tetapi, kemudian, banyak di antara Bani Israil sesudah itu
yang benar-benar melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka
bumi.Ayat ini menerangkan bahwa melakukan kezaliman dengan membunuh
satu nyawa berarti melakukan kezaliman kepada semua anggota masyarakat.
Hal ini telah membenarkan cara dakwa tentang masyarakat yang dilakukan
oleh seorang ketua atau wakilnya atau badan-badan yang didirikan oleh
Negara untuk melaksanakan tugas ini seperti yang didapatkan dalam Undang-
undang modern. Hal ini sama dengan hak Allah yang ada dalam syariat Islam.
Barang siapa berbuat baik kepada seseorang dengan menyelamatkan
hidupnya, maka ia telah berbuat baik kepada masyarakat. Ayat diatas telah
memelihara Undang-undang dalam suatu masyarakat dan dasar tolong
menolong sesame individu dan masyarakat. Dengan kata lain Islam telah
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memelihara keselamatan, keamanan, dan tolong menolong antar individu dan
masyarakat.21
QS. Al- Isra 17:31
  ْﻢ ُﻬ َﻠ ْـﺘ َـﻗ ﱠن ِإ ۚ ْﻢ ُﻛ ﱠ ِإَو ْﻢ ُﻬ ُـﻗُزْﺮ َـﻧ ُﻦَْﳓ ۖ ٍق َﻼ ْﻣ ِإ َﺔ َﻴ ْﺸ َﺧ ْﻢ َُﻛد َﻻْو َأ اﻮ ُﻠ ُـﺘ ْﻘ َـﺗ َﻻَو
ًاﲑ ِﺒ َﻛ ﺎ ًﺌ ْﻄ ِﺧ َنﺎ َﻛ
Terjemahnya:
“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut
kemiskinan. Kamilah yang akan member rezki kepada mereka dan juga
kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang sangat
besar.22
Menurut Quraish Shihab, tentang surah Al-Isra ayat 31, karena perkara
rezeki ada ditangan Allah, maka tidak diperkenankan bagi kalian untuk
membunuh anak-anak karena khawatir akan jatuh miskin. Sebab kamilah
yang menjamin rezeki kalian dan anak-anak kalian itu. Sesungguhnya
membunuh mereka adalah perbuatan dosa besar.23
QS.Al-Isra 17:33
 َمﱠﺮ َﺣ ِﱵﱠﻟا َﺲ ْﻔ ـﱠﻨ ﻟا اﻮ ُﻠ ُـﺘ ْﻘ َـﺗ َﻻَو ﺎ َﻨ ْﻠ َﻌ َﺟ ْﺪ َﻘ َـﻓ ﺎ ًﻣﻮ ُﻠ ْﻈ َﻣ َﻞ ِﺘ ُﻗ ْﻦ َﻣَو ۗ ِّﻖَْﳊ ِ  ﱠﻻ ِإ ُ ﱠ ا
اًرﻮ ُﺼ ْﻨ َﻣ َنﺎ َﻛ ُﻪﱠﻧ ِإ ۖ  ِﻞ ْﺘ َﻘ ْﻟ ا ِﰲ ْفِﺮ ْﺴ ُﻳ َﻼ َﻓ ً ﺎ َﻄ ْﻠ ُﺳ ِﻪِّﻴ ِﻟَﻮ ِﻟ
Terjemahnya:
“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang di haramkan Allah
(membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang
siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi
kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui
21http://tafsirq.com/5-Al-ma’dah/ayat-32#tafsir-quraish -shihab,diakses 07 Oktober 2016
13:00 WITA)
22Kementrian Agama Republik Indonesia , Al-Qur’an dan Terjemahnnya, hal.388
23http://tafsirq.com/5al-isra/ayat-31#tafsir-quraish -shihab
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batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat
pertolongan.24
Menurut Quraish Shihab,tentang surah Al-Isra ayat 33, janganlah
kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh kecuali
demi kebenaran seperti, misalnya, orang itu pantas untuk dibunuh sebagai
kisas atau hukuman baginya. Barang siapa dibunuh secara zalim, maka kami
berikan kepada keluarga terdekatnya kekuasaan penuh untuk menuntut balas
(Qisas) si pembunuhnya kepada hakim.Tetapi tidak diperkenankan bagi
mereka melampaui batas dalam membunuh seperti misalnya, membunuh
orang yang tidak melakukannya atau membunuh dua orang sebagai
pembalasan atas terbunuhnya satu orang.Sesungguhnya Allah menolongnya
dan telah mewajibkan untuk melakukan qisas atau memilih diyat. Maka tidak
dibenarkan sama sekali untuk melampaui batas.25
Berdasarkan ayat-ayat tersebut, Islam memberikan landasan hukum
yang jelas, bahwa kehidupan manusia itu suci sehingga harus dipelihara dan
tidak boleh dihancurkan (diakhiri) kecuali dilakukan karena suatu sebab atau
alasan yang benar, seperti dalam eksekusi mati, dalam perang atau dalam
pembelaan diri yang dibenarkan oleh syariat.
Dalam bahasa arab, aborsi disebut dengan al-ijhadh dan isqath alham.
Adapun aborsi (isqath al-haml) dalam pengertian terminologis adalah
pengguguran janin yang dikandung perempuan dengan tindakan tertentu
24 Kementrian Agama Republik Indonesia , Al-Qur’an dan Terjemahnya,hal.285
25 http://tafsirq.com/5al-isra/ayat-33#tafsir-quraish -shihab
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sebelum sempurna masa kehamilannya, baik dalam keadaan hidup atau mati
sebelum si janin dapat hidup di luar kandungan namun telah terbentuk
anggota tubuhnya. Dalam ensikopledi hukum islam, aborsi adalah pengkhiran
kehamilan sebelum masa gestasi (kehamilan) 28 minggu atau sebelum janin
mencapai berat 1.000 gram.26
Dalam hukum islam terdapat perbedaan pendapat tentang aborsi di
dalam empat Mazhab besar islam yaitu:
1. Mazhab Hanafi, mazhab ini merupakan paham yang paling fleksibel.
Sebelum masa empat bulan kehamilan, aborsi bisa dilakukan apabila
mengancam kehidupan si perempuan (orang yang mengandung).
2. Mazhab Maliki melarang aborsi setelah terjadinya pembuahan.
3. Mazhab Syafi’i apabila setelah terjadi fertilisasi zygote tidak boleh
diganggu, dan intervensi terhadapnya adalah kejahatan.
4. Mazhab Hambali menetapkan bahwa aborsi adalah suatu dosa, dengan
adanya pendarahan yang menyebabkan miskram sebagai petunjuk bahwa
aborsi itu haram.
Sedangkan bagi ulama yang mengizinkan aborsi sebagian besar dari
mazhab Hanafi dan Syafi’i yang mempunyai argument sebgai berikut:
1. Belum terjadi penyawaan, karena dianggap belum ada kehidupan.
26 Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ushul Fiqh), (Bandung, Risalah,
2001), hal 44
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2. Selama janin masih dalam bentuk segumpal daging, atau segumpal darah
dan belum terbentuk anggota badannya.
3. Janin boleh digugurkan selama masih dalam fase segumpal daging, karena
belum berbentuk anak manusia
4. Aborsi hanya boleh dilakukan hanya untuk menyelamatkan nyawa ibu.
Dengan melihat perbandingan mazhab diatas, secara garis besar bahwa
perbuatan aborsi tanpa alasan jelas, dalam pandangan hukum islam tidak di
perbolehkan dan merupakan suatu dosa besar karena dianggap telah
membunuh nyawa manusia yang tidak bersalah dan terhadap pelakunya dapat
diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya.27
J. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan
Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argument atau
alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi
dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik peradilan pada putusan hakim
sebelum pertimbangan yudiris ini dibuktikan, maka hakim terlebuh dahulu
akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan
konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan
barang bukti.28
27 Mariah Ulfah Ansor, Fiqih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reprodukasi
Perempuan,(Jakarta, Buku Kompas 2006), hal .92-104
28 Ahmad Rivai, Penemuan Hukum Oleh Hakim, (Jakarta, Sinar Grafika,2014), hal. 94
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Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa:
“Hakikat pada pertimbangan yudiris hakim merupakan pembuktian unsur-
unsur dari suatu delik, apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan
sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum. Sehingga
perbandingan tersebut relevan terhadap amar/ dictum putusan hakim”29
Rusli Muhammad  mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat
dibagi menjadi dua kategori, yakni:
“Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi dua kategori yakni, pertimbangan
yudiris dan pertimbangan non-yudiris. Pertimbangan yudiris adalah
pertimbanagan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yudiris yang
terungkap dipersidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagai hal
yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum,
keterangan terdakwa, keterangan saksi barang bukti dan Pasal-pasal dalam
peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yudiris dapat dilihat
dari latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa,
dan agama terdakwa”30
Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi
kejadian (locus delicti), tempat kejadian (tempus delicti), dan modus operandi
tentang cara tindak pidana itu dilakukan. Selain itu dapat pula diperhatikan
aspek akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan-perbuatan terdakwa,
jenis barang bukti yang digunakan, serta kemampuan terdakwa untuk
mempertanggung jawabakan perbuatannya.
Apabila fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah
putusan hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan oleh
29 Lilik Mulyadi, Putusan Hakin Dalam Hukum Acara Pidana,(Bandung,PT.Citra Aditya
Bkati,2007), hal. 193
30 Rusli Muhammad, Hukum  Acara Pidana Kontenporer, (Bandung, PT Citra Aditya
Bakti,2007), hal. 212-221
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penuntut umum, setelah sebelumnya pertimbangan korelasi antara fakta-
fakta,delik yang didakwakan dan unsur-unsur kesalahan terdakwa. Barulah
kemudian, majelis mempertimbangkan dan meneliti terpenuhinya unsur-unsur
delik pidana yang didakwakan terhadap terdakwa dan terbukti secara sah dan
meyakinkan menurut hukum.Selain pertimbangan yuridis dari delik yang
didakwakan, hakim juga harus menguasai aspek teoritis, pandangan doktrin,
yurisprudensi, dan posisi kasus yang diatangani, barulah kemudian secara
limitatif ditetapkan pendiriannya.31
Menurut Lilik Mulyadi, setalah diuraikan mengenai unsur-unsur delik
yang didakwakan, ada tiga bentuk tanggapan dan pertimbangan hakim, antara
lain:
“Tiga bentuk tanggapan dan pertimbanga hakim yakni:
1. Ada majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara
detail, terperinci, dan subtansial terhadap tuntutan pidana dari penuntut
umum dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.
2. Ada pula majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara
selintas terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi dari
terdakwa atau penasihat hukum.
3. Ada majelis hakim yang sama sekali tidak menanggapi dan
mempertimbangkan terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dari
pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.32
Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putusan
hakim, selanjutnya  dipertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau
31 Ahmad Rivai, Penemuan Hukum Oleh Hakim, hal. 126-127
32 Lilik Mulyadi, Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana.Hal. 196
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memberatkan terdakwa selama persidangan berlangsung. Hal-hal yang
memberatkan misalnya terdakwa tidak jujur, terdakwa tidak mendukung
program pemerintah, terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya dan lain
sebagainya.Sementara hal-hal yang meringankan adalah terdakwa belum
pernah dipidana sebelumnya, terdakwa bersikap baik selama persidangan,




A. Jenis Dan Lokasi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini
adalah jenis penelitian data primer dan data sekunder yang membahas tentang
pertanggungjawaban tindak pidana Aborsi, bahan-bahan tersebut disusun
secara sistematis, dikaji kemudian ditarik kesimpulan yang berhubungan
dengan masalah yang diteliti.
2. Lokasi Penelitian
Untuk memperoleh data dan informasi yang di perlukan berkaitan
dengan permasalahan dan pembahasan penulisan ini, maka penulis melakukan
penelitian dengan memilih lokasi di Makassar yaitu tepatnya di Pengadilan
Negeri Makassar. Tempat penelitian tersebut di pilih oleh penulis, karena di
anggap berkesesuaian dengan judul yang di angkat oleh penulis.
B. Pendekatan Penelitian
Dalam penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan secara primer dan
skunder dimana penelitian yang dilakukan secara Study kasus. Wawancara yang
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pada dasarnya mempelajari secara intensif seorang individu atau kelompok yang
mengalami kasus tertentu.
C. Sumber Data
Data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pihak yang
terkait sehubungan dengan penelitian ini, dibagi kedalam dua jenis data yaitu:
1. Data Primer
Data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pihak yang
terkait sehubungan dengan penulisan skripsi ini seperti hakim pada
Pengadilan Negeri Makassar.
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan laporan,
putusan hakim dan dokumen lain yang telah ada sebelumnya serta mempunyai
hubungan erat dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.
D. Metode Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini
ditempuh prosedur sebagai berikut
a. Studi kepustakaan (library research)
Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang di lakukan dengan
cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada
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hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan
perundang-undangan, majalah-majalah serta dokumen lain yang berhubungan
dengan masalah yang dibahas.
b. Studi Lapangan (field research)
Studi lapangan adalah mengumpulkan data dengan mengadakan
penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian. Dalam penelitian ini
digunakan teknik wawancara yang dilakukan terhadap informan. Data yang
diperoleh dengan melakukan tanya jawab langsung pada pihak-pihak yang
berkaitan dengan tindak pidana aborsi.
E. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data
1. Teknik Pengolahan Data
Setelah semua data yang dibutuhkan telah terkumpul baik dari studi
pustaka kemudian disusun secara kualitatif dan disajikan secara sistematik
dengan menggunakan metode pembahasan ilmiah dengan cara
menggambarkan kata-kata yang bersifat umum menuju ke khusus. Dalam
penelitian data diolah secara komputerisasi hal ini merupakan cara yang
sangat efektif mengingat banyak program-program yang dapat membantu
dalam penyusunan data secara sistematis dengan laoran bab demi bab, dan
memudahkan menganalisis data yang diperoleh.
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2. Analisis Data
Data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder akan di olah dan
dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Makassar
Pengadilan Negeri Makassar sebagai salah satu Badan Peradilan merupakan
Pengadilan Kelas 1A Khusus dipimpin oleh seorang Ketua dibantu oleh seorang
Wakil Ketua, yang kedua-duanya dinamakan Pimpinan Pengadilan, bertugas dan
bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan dengan baik dan mejaga
terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan. Mengingat luas lingkup tugas berat
beban pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan, oleh Undang-undang
dibedakan menurut jenisnya kedalam :
1. Administrasi Kepanitraan
2. Administrasi Kesektariatan
Pengadilan Negeri selaku salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di
lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa,
memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama bagi rakyat pencari
keadilan pada umumnya di bidang hukum perdata dan pidana, (pasal 2 Tahun 2004
tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
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Umum).1
Adapun visi dan misi dari Pengadilan Negeri Makassar yakni sebagai
berikut: Visi, Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang
mandiri, efektif serta mendapatkan kepercyaan publik, profesional dan memberi
pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi
masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik. Sedangkan
misinya yaitu, mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-undang Dasar dan
peraturan, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat. Mewujudkan Peradilan yang
mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain. Memperbaiki akses
pelayanan dibidang peradilan kepada masyarakat, memperbaiki kualitas input
internal pada proses peradilan. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif,
efesien, bermartabat dan dihormati. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang
mandiri tidak memihak dan transparan.2
1 Pengadilan Negeri Makassar,“Tugas pokok dan Fungsi” ,Situs resmi PN Mks,
http://pnmks.go.id/index.php?page=tupoksi.html, ( 19 Mei 2017)
2 Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Makassar, ( PN.KELAS IA MAKASSAR), “Visi dan Misi”
Situs Resmi Pn Makassar. http://www.pn-makassar.go.id/ Visi_Misi.html (19 Mei 2017).
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B. Bentuk Dari Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Aborsi
No.68/Pid.B/2015/PN.Mks
Sebelum penulis membahas mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana
pelaku tindak pidana dalam kasus putusan nomor 68/Pid.B/2015/Pn. Mks yaitu
sebagai berikut :
1. Identitas Terdakwa
Nama Lengkap : Muh. Ismil Damies
Tempat Lahir : Ladahi
Umur / Tgl. Lahir : 20 Tahun/ 26 Juli 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia




Putusan pidana nomor 68/Pid.B/2015/Pn.Mks tentang sebuah kasus
mengenai tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh seseorang,Terdakwa dalam
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kasus ini bernama Muh.Ismail Damies pada hari Selasa tanggal 28 Oktober
2014 bertempat di jalan Sultan Alauddin II Kelurahan Mangasa Kecamatan
Tamalate atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam
wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja menggugurkan
atau mematikan kandungan seseorang wanita atas persetujuannya dengan cara
sebagai berikut:
Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal saksi
Ruslan Dahlan dan Basri (Anggota Polres Makassar),mendapat informasi dari
Rumah Sakit Bhyangkara Makassar bahwa ada sepasang pemuda dan pemudi
telah melakukan pengguguran kandungan. Mendapat informasi tersebut lalu
saksi Ruslan Dahlan dan Basri melakukan penyelidikan perihal kasus Aborsi
yang terjadi di Jalan Sultan Alauddin II kelurahan Mangasa Kecamatan
Tamalate tepatnya di rumah kost terdakwa, informasi tersebut di dapat dari
Rumah sakit Bhayangkra bahwa terdakwa telah melakukan pengguguran dan
sedang pendarahan. Lalu saksi Ruslan Dahlan dan Basri sampai di atas kost,
dan langsung menemukan terdakwa Muh Ismail Damies berada diatas kost
terdakwa yang mana terdakwa sedang merapikan dan membersihkan kamar
yang dipenuhi darah. Saksi Ruslan Dahlan dan Basri melakukan pemeriksaan
diatas rumah kost terdakwa dan menemukan tersebut beberapa barang yang
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kemudian disita sebagai barang bukti diantaranya 1 buah gunting, 1 papan obat
kemasan merk Cytotex, 2 lembar sarung, 1 lembar kain bandana, 1 gulung
benang, yang menurut keterangan terdakwa adalah semua alat yang dipakai
untuk menggugurkan kandungan dan memotong tali pusar bayi tersebut
menggunakan gunting dan benang.
Bahwa pada saat diintrogasi, terdakwa mengatakan cara terdakwa
melakukan pengguguran yaitu petama-tama dengan memesan obat pengugur
kandungan di internet . Tidak lama setelah itu langusng sampai dirumah kost
terdakwa dan menyuruh korban Mustabsyirah yang merupakan korban dari
kasus tersebut untuk meminum obat merk Cytotec sebanyak 5 butir dan 3 butir
untuk dimasukkan kedalam vaginanya. Setalah itu terdakwa dan korban
menunggu reaksi obat tersebut. Sampai keesokan harinya pada hari Selasa
Tanggal 28 Oktober 2014 pukul 07.00 Wita saksi merasakan sakit dan ingin
membuang air kecil lalu menuju ke WC dan pada saat itulah jabang bayi keluar
dalam kandungan melaui vagina saksi Mustabsyirah dan langsung memotong
tali pusarnya dengan menggunakan gunting lalu kemudian saksi Mustabsyirah
mengikat dengan benang lalu terdakwa membungkus bayi tersebut dengan
menggunakan sarung lalu di letakkan di atas tempat tidur. Untuk menghindari
rasa malu dan takut terhadap orang tua maka terdakwa melakukan hal tersebut.
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Bahwa berdasarkan atas temuan petugas Kepolisian tersebut, oleh karena
terdakwa Muh. Ismail Damies tidak mempunyai izin untuk melakukan aborsi
tersebut maka terdakwa Muh. Ismail Damies beserta barang buktinya
diamankan di Polres Makassar untuk pemeriksaan selanjutnya.
Mengenai bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan terdakwa
harus menjalankan pidana penjara akibat perbuatannya yang dilakukan,
terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya baik itu berupa
pidana denda dan pidana kurungan, sebab perbuatan yang dilakukannya
secara terang-terangan telah dilarang oleh perundang-undangan. Dalam hal
ini pertanggungjawaban pidana. Pengguguran kandungan yang dilakukan
oleh terdakwa walaupun dengan mendapatkan persetujuan dari si korban pada
dasarnya juga merupakan kesalahan karena mengenakan resiko yang tidak
perlu dan tidak rasional kepada korban. Jika ternyata memang terdapat
indikasi kesalahan yang dilakukan oleh seorang pelaku maka pemerintah yang
berwenang dapat memberikan sanksi kepada yang bersangkutan. Begitupun
secara hukum pidana seperti masyarakat yang merasa dirugikan dapat
mengajukan gugatan pidana ke Pengadilan Negeri. Manakalah kesalahan
orang tersebut sudah memenuhi unsur-unsur pidana, maka perkaranya akan
sampai ketangan pihak kepolisian untuk selanjutnya diproses sampai ke
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Pengadilan Negeri.
Sebelum sampai ke hadapan Pengadilan Negeri Makassar, sebelumnya
terdakwa terlebih dahulu diserahkan kepada pihak penyidik guna dilakukan
penyidikan dan selanjutnya baru diserahkan kepada Kejaksaan dan Pengadilan
Negeri. Hal ini untuk lebih idealnya lembaga atau badan hukum yang
berwenang menangani permasalahan ini. Menjaga kepentingan dan kewajiban
para  masyarakat, namun profesi merupakan pekerjaan yang menimbulkan
resiko lain dimana pelanggaran hukum sering mengakibatkan keraguan pada
masyarakat lain. Oleh karena itu pihak berwenang harus membuktikan kepada
masyarakat bahwa mereka mampu bersikap objektif dan tidak menutup-nutupi
kesalahan maka sanksi harus dijatuhkan dengan penuh wibawa agar
pelanggaran hukum berkurang.
Tuntutan yang diajukan oleh jaksa dan itu harus dipertanggungjawabkan
oleh terdakwa ini harus seberat mungkin hal ini disebabkan oleh karena
terdakwa dianggap sudah mengetahui akan peraturan perundang-undangan
akan tetapi masih saja melanggarnya, hal ini dilakukannya pengguguran
kandungan oleh terdakwa secara sembunyi-sembunyi jadi diharapkan kepada
lembaga penegak hukum yang ada saat ini untuk dapat bekerja sama dalam
memproses perkara seperti ini.
62
Adapun prosedur proses penentuan adanya pelanggaran yang dilakukan
oleh terdakwa tersebut dalam prakteknya menggugurkan kandungan terhadap
korban dapat digambarkan sebagai berikut:
Bahwa terdakwa Muh. Ismail Damies pada hari selasa tanggal 27 Oktober
2014 bertempat dirumah kost terdakwa Jl. Sultan Alauddin Kelurahan Mangasa
Kecamatan Tamalate Makassar atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar dengan sengaja
menyebabkan gugur atau matinya kandungan seorang perempuan dengan
persetujuannya, dilakukan dengan cara sebagai berikut:
Pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, yang mana sebelum
terjadi peristiwa diatas, korban bernama Mustabsyirah berpacaran dengan
terdakwa Muh.Ismail Damies yang telah berpacaran selama dua tahun akan
tetapi dalam berpacaran tersebut mereka telah melakukan hubungan layaknya
suami istri sehingga korban Mustabsyirah hamil sekurang-kurangnya 5 (lima)
bulan. Karena korban malu dengan keluarganya karena hamil sebelum menikah
lalu ia memesan obat itu. Tidak lama setelah itu langsung sampai dirumah kost
tersangka dan menyuruh korban Mustabsyirah meminum obat merk Cytotec
sebanyak 5 butir dan 3 butir untuk dimasukkan kedalam vaginanya. Setelah itu
terdakwa dan korban menunggu reaksi obat tersebut.Samapi keesokan harinya
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pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 pukul 07.00 Wita saksi merasakan
sakit dan ingin membuang air kecil lalu menuju WC dan pada saat itulah jabang
bayi keluar dalam kandungan melalui vagina saksi dan langsung memotong tali
pusar nya dengan benang lalu terdakwa membungkus bayi tersebut dengan
menggunakan sarung lalu diletakkan diatas tempat tidur.
Selanjutnya melalui sidang majelis terbatas, akan diputuskan apakah kasus
terbukti telah terjadi pelanggaran yang diatur dalam Kitab Undang-undang
Hukum Pidana. Bila ternyata benar, maka si pelaku akan dapat dikenakan
sanksi pidana, begitupun si pelaku digugat secara hukum pidana hasil sidang
itu dapat dijadikan salah satu landasan pembuktian pemberatan atau
memperingan ancaman hukum yang didakwakan kepadanya.
Selama pemeriksaan dipersidangan majelis hakim tidak menemukan
hal-hal yang dapat di pergunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan
pembenaran dan perbuatan terdakwa tersebut dengan demikian harus
dipertanggungjawabkan kepadanya untuk itu kepada terdakwa harus
dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
sebagaimana yang didakwakan dan harus pula dijatuhi pidana sesuai dengan
kesalahannya.
Mengenai ketentuan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dan ini
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merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana yang harus dipikul dan harus
dilaksanakan oleh terdakwa adalah sebgai berikut:
1. Menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menggugurkan atau
mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya.
2. Menyatakan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) papan
kemasan obat merk Cytotec, 2 (dua) lembar sarung, 1 (satu) kain bandana,
1 (satu) gulung benang.
Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp.2000,-(dua ribu rupiah).
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C. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku
dalam tindak pidana aborsi
1. Pertimbangan Hakim
Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut
Umum,Terdakwa, secara lisan telah mengajukan permohonan kepada Majelis
Hakim agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dan terdakwa sudah
menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya.
Menimbang, bahwa terdakwa diperhadapkan kepersidangan telah
didakwa oleh Penuntut Umum melakukan kejahatan sebgaimana dalam
dakwaan Pasal 348 KUHP.
Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan beberapa
saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing antara lain sebagai
berikut:
Saksi Ruslan Dahlan dan saksi Basri telah membertikan keterangan
sesuai apa yang diberikan kepada penyidik dan keterangan telah termuat dalam
berita acara persidangan dimana keretangannya pada pokoknya telah
mendukung dakwaan penuntut umum dan memberatkan perbuatan terdakwa.
Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan diperlihatkan
barang bukti dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan
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diakaui oleh tersdakwa sebagai barang yang telah dibuat pada saat terdakwa
melakukan kejahatan tersebut.
Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatannya dan keterangan
tersebut telah termuat dalam berita acara persidangan ini.
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka
didapatilah fakta-fakta dipersidangan, dimana keterangan para saksi yang
didengar keterangannya dibawah sumpah antara yang satu dengan yang
lainnya saling berkaitan dan berhubungan dengan keterangan terdakwa, maka
unsur-unsur yang terkandung dalam pasal dakwaan jaksa penuntut umum telah
terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam rumusan delik
telah terpenuhi semua oleh perbuatan terdakwa maka terdakwa dinyatakan
terbukti secara sah menurut hukum dan hakim yakin akan kesalahan oleh
terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan jaksa
penuntut umum.
Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat
dipertanggungjawabkan kepadanya maka hakim akan mempertimbangkan
sebagai berikut:
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Menimbang, bahwa hakim tidak melihat adanya alasan penghapusan
pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam perbuatan
terdakwa tersebut sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan
kepadanya.
Menimbang, bahwa hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti
melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya karena harus dihukum dan
membayar ongkos perkara.
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, penahanan terdakwa
harus tetap dilanjutkan agar terdakwa tidak menghindarkan diri dari
pelaksanaan hukuman yang dijatuhkan.
Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan seluruhnya
haruslah dikurangkan dari hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.
Menimbang,bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan haruslah
dirampas untuk dimusnahkan.
Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa
terlebih dahulu hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang ada pada diri
terdakwa baik hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan
terdakwa sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat mencapai rasa keadilan.
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a. Hal-hal yang memberatkan:
1) Perbuatan terdakwa sangat tercela dari sisi agama dan adat istiadat.
2) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
b. Hal-hal yang meringankan:
1) Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan
mengulanginya lagi.
2) Terdakwa masih berusia muda sehingga masih ada harapan untuk
memperbaiki diri.
3) Sepanjang penglihatan Majelis, terdakwa bersikap sopan selama
persidangan.
4) Terdakwa dan korban telah berdamai dan melakukan pernikahan.
Memperhatikan Pasal 348 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain
yang berkaitan.
2. Amar Putusan
Memperhatikan ketentuan Pasal 348 yang berhubungan dengan perkara Ini:
MENGADILI
a. Menyatakan Terdakwa Muh. Ismail Damies tersebut diatas terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggugurkan
69
kandungan seorang wanita”
b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5
(lima) bulan.
c. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
d. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
e. Menetapkan barang bukti berupa :
1) 1 ( satu) buah gunting
2) 1 (satu) papan kemasan obat merk Cytotec
3) 2 (dua) lembar sarung.
4) 1 (lembar) kain bandana.
5) 1(satu) gulung benang
6) Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua
ribu rupiah)
D. Analisa Penulis
Menurut Penulis, terlihat pada bagaimana upaya hakim untuk melakukan
pemeriksaan terhadap bentuk dakwaan JPU. Kemampuan berfikir yudiris dari
hakim terlihat pada bagaimana upaya hakim dalam membuktikan unsur-unsur
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tindak pidana yang didakwakan oleh JPU, kesesuaian pertimbangan dan putusan
hakim dengan kaidah hukum, serta perbandingan antara putusan hakim, dengan
tuntutan JPU. Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seorang
kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah,ia memperoleh
keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi.
Melihat rumusan Pasal diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang
yang sedang dihadapkan dalam persidangan karena didakwa, melakukan tindak
pidana tidak boleh di hukum jika tidak disandarkan oleh dua alat bukti yang sah
dan dua alat bukti tersebut tidaklah cukup untuk menjatuhkan pidana kepada
seseorang, melainkan harus ditambah dengan keyakianan hakim yang diperoleh
dari dua alat bukti tersebut.
Mengenai alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 183
KUHP, dirumuskan pada Pasal 184 ayat (1) sebagai berikut:







Selanjutnya dalam proses persidangan, berdasarkan dua alat bukti yang sah
Hakim harus membuktikan bahwa semua unsur dari pasal yang
didakwakan/dituntutkan JPU kepada terdakwa telah terpenuhi oleh terdakwa
sehingga menimbulkan keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang dapat di
hukum atas apa yang dilakukannya. Namun, sebelum hakim sampai kepada
kesimpulan tersebut, terlebih dahulu hakim harus mempertimbangkan aspek
non-yudiris dan aspek yudiris. Pertimbangan hakim tersebut merupakan pendapat
atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi
dasar sebelum memutus perkara. Mengenai pertanggungjawaban pidana, maka ada
beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan,
hal tersebut adalah:
1) Adanya Kesalahan
2) Bersifat Melawan Hukum
3) Tidak adannya alasan penghapusan pidana (alasan pemaaf, alasan pembenar)
Dalam kasus yang diteliti penulis, hakim berpendapat bahwa terdakwa
sehat jasmani dan rohani sehingga dianggap mampu bertanggugjawab. Terdakwa
melakukan perbuatannya dengan unsur kesengajaan, dan perbuatannya sah dan
meyakinkan bersifat melawan hukum, dan hakim tidak melihat adanya alasan
penghapusan pidana, baik terhadap diri pelaku, maupun terhadap perbuatan pelaku.
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Atas dasar tersebut, hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur Pasal yang
didakwakan/ di tuntutkan telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Unsur-unsur
tersebut adalah:
1) Barang siapa;
2) Dengan sengaja menyebabkan gugur atau mematikan kandungan seorang
wanita dengan persetujuannya.
Berdasarkan hal tersebut, hakim berkeyakinan bahwa terdakwa secara sah
dan meyakinkan telah bersalah melanggar Pasal 348 KUHP. Setalah unsur-unsur
tersebut dianggap secara sah dan meyakinkan telah terbukti, maka dalam putusan
hakim harus juga memuat hal-hal apa saja yang dapat meringankan atau
memberatkan terdakwa selama persidangan berlangsung. Hal-hal yang
memberatkan adalah terdakwa tidak jujur, terdakwa tidak mendukung program
pemerintah, terdsakwa sudah pernah di pidana sebelumnya, dan lain sebagainya.
Hal-hal yang bersifat meringankan adalah terdakwa belum pernah dipidana,
terdakwa bersikap baik selama persidangan, terdakwa mengakui kesalahannya,
terdakwa masih muda, dan lain sebagainya.
Dalam kasus yang penulis teliti, hakim berpendapat bahwa terdapat hal-hal
yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, yaitu:
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a. Hal-hal yang memberatkan
1) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
2) Perbuatan terdakwa
3) Hal-hal yang meringankan
3) Terdakwa belum pernah dihukum
4) Terdakwa masih berusia muda sehingga masih ada harapan untuk
memperbaiki diri
5) Sepanjang penglihatan majelis, terdakwa bersikap sopan dan baik dalam
persidangan
6) Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya
lagi
7) Terdakwa dan saksi korban sudah melakukan pernikahan
Apa yang di pertimbangkan dan diputuskan oleh hakim tersebut di atas
menurut penulis masih terkesan ringan dan kurang adil, dengan alasan sebagai
berikut:
1. Karena bila melihat rumusan ketentuan pidana pasal 348 ayat 1 yaitu pidana
penjara paling lama 5 tahun 6 bulan.
2. Karena dibandingkan dengan telah berkurangnya calon generasi penerus
bangsa ini dan tidak di indahkan nilai – nilai yang hidup dalam masyarakat
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maka putusan ini tidak dapat memuaskan rasa keadilan dalam masyarakat.
3. Karena putusan yang dijatuhkan oleh hakim, yaitu 7 bulan penjara dianggap
singkat, sehingga tidak memberikan efek jera kepada para pelaku lain agar





Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis
berkesimpulan bahwa:
1. Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi
(Studi Putusan Nomor 68/Pid.B/2015/PN.Mks). Mengenai bentuk
pertanggung jawaban pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa harus
menjalankan pidana penjara akibat dari perbuatan yang dilakukannya.
Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya berupa pidana
kurungan terhadap terdakwa selama 7 (tujuh) bulan. Menetapkan masa
penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan. Sebab perbuatan yang dilakukannya secara
terang-terangan telah dilarang oleh perundang-undangan sesuai dengan
kejahatan dan perbuatan yang telah dilakukannya terhadap korban yang
di atur dalam Pasal 348 ayat (1) KUHP.
2. Dasar Pertimbanngan hakim dalam menjatuhkan putusan, hakim harus
berdasar pada dua alat bukti yang sah, dan juga berdasar pada keterangan
saksi dan keterangan terdakwa yang berdasarkan pada fakta yang
terungkap dalam persidangan. Hakim juga harus mempertimbangkan hal-
hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebelum
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menjatuhakan putusan. Pertimbangan yang dilakukan oleh hakim selama
ini dalam memutus perkara tentang tindak pidana aborsi :
a. Hakim melihat pada peraturan perundang – undangan dan hati nurani
tanpa melihat pada nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.
b. Hukuman yang dijatuhkan oleh hakim masih terkesan ringan dan
kurang adil. Bila dibandingkan telah berkurangnya calon generasi
penerus bangsa ini dan tidak diindahkan nilai – nilai yang hidup
dalam masyarakat. Maka, putusan ini tidak dapat memuaskan rasa
keadilan dalam masyarakat.
c. Hakim dalam memutus perkara tindak pidana aborsi, hanya
menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai dasar
memutuskan tanpa mengingat bahwa ada asas lex specialist derogate
lex generalis. KUHP masih bersifat umum (lex generalis)
dibandingkan dengan Undang-Undang  Kesehatan (lex specialist).
B. Saran
Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka dari itu penulis memeberikan
saran agar:
1. Pemerintah mewajibkan pada semua sekolah formal mulai dari SMP
sampai pada tingkat Universitas mengadakan pelajaran/ mata kuliah
tentang kesehatan, terutama yang berkaitan dengan Aborsi
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2. Pemerintah pusat mengintruksikan kepda pemerintah daerah, untuk
melakukan penyuluhan yang berkaitan dengan bahaya pergaulan bebas
dan aborsi, khususnya kepada anak-anak usia remaja sampai dewasa.
3. Pemerintah melarang adanya iklan yang menjurus pada aborsi illegal,
misalnya saja obat yang dapat mempercepat menstruasi.
4. Peran Keluarga sebagai orang yang paling dekat ,di harapkan dapat
memberikan pengetahuan tentang agama agar dapat menjauhi perbuatan
yang dilarang ,dan menjaga akhlak.
5. Dikenalnya Asas Lex specilalist derogate lex generalis, hakim juga perlu
memakai asas ini dalam memutus setiap perkara yang ia tangani. Selama
ini putusan yang di buat oleh hakim hanyalah melihat pada KUHP semata
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